PUTUSAN
Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA Tmk

e 1| (363 ) B it

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kola Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara terientu pada tingkat pertama daiam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

I rnur 37 tahon, agama Isiam.

peketjiaan Buruh Harian Lepas. pendidikan SD, tempat kediaman
di Lengkong Barat RT.08 RW. (1, Kelurahan Lengkongsari,
Kecamatan Tawang, Kota Tlasikmalaya, dalam hal i
memberikan kuasz khusus kepaga ANDRI SAPUTRA, SH dan
SONY BASUNI, SH, Advokal/Penasehat Hukum yang berkantor
di Perum Baetul Marbamah 111 Blok D-48, Kota Tasikmélaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018
vang telah didafiar dalam Register Kuasa Ngmor
1546/Req. K/2016/PA TmK. tangoal 19 Seplember 2016, sebagai
Pemohon;
melawan
_umur 28 tahun, agama Iskam,
pekerjaan Mengurus Rurpah Tangga, pendidikarn 5D, tempat
kedigman di Lengkong Bara! RT.O8 RBW. 01, Kelurahan
Langkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersehut;
Telah mempelajar berkas perkara,
Telah mendengar Keterangan Pemohon serta memenksa bukfi-bukli di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Babwa Pemohon dengan surat permobonannya tanggal 19 September
2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kata Tasikmalaya dengan Nomor 1374/Pdt GI2016/PA Tk,

tanggal 12 September 2016, dengan dalil-dalit sebagai berikut:

1. Rahwa pada bar Senin, tanggal 10 Juni 2013 8, atau bertepatan dengan
tanggal 14 Mulud 1422 H, Pamohon telah meiangsungkan pernikanannya
dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusah
Agama Kecamaian Tawang. Kota Tastmaiaya sebagaimana ternyata
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 22314 7172013, tercatat tanggal 10 duni
2013 M,

2. Bahwa keharmenisan hubungan Pemohon dengan Termohen berlangsung
selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang Pemohon dengan
Termahon teiah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa pada bulan Agusius 2014 M kehidupan rumah tangga Pemochon
dengan Termohon mulai gayah atau tidak harmonis dan sering terjadi
pargelisihan dan percekcokan yang terus menerus dan sulit untuk
didamaikan iagi karena sudah tdak ada lagi saling pengerlian antara
Pemohon dengan Tarmohon, terutama Temohon sudah tidak patub lagi
terhadap Femohon;

4. Bshwa akibat hal tersebut, Pemohon dengan Termohon teiah pisah rumah
sampai dengan sekarang kurang lebih 4 bulan;

5. Hahwa dar pitak keluarga felah mengupayakan untuk menyatukan
Pemchon dengan Termoheon, namun tidak berhasil,

8. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesual dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan adaiah untuk membangun suaty keluarga yang
harmaiis yang harus dibina bersama amara Pemohon dengan lFermchon,
akain tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehinggea jalan satu-satunya
penyeiesaian terakhir dan terbaik wuniuk kedua belah pihak adalah
perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hai-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kirznya
bagi Pemohon untuk mengajukan Perceratan ini di Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan waian-urajan di atas. maka dengan ini Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan
memernksa, mengadili dan menjaiuhkan putusan dalam perkara ini sebagai
berikut;

Halarman 2 darl 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt G/2016/P8, TmK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Primer:
1. Menerima permchonan dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kapada Pemohon [
untul meniatuhkan talal satu raji terhadag ermohon _
_ di depan sidang Pengadilan Agama Kota

Tasikmalays;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Afau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasakan kepada
kuasa hukum ANDRI SAPUTRA, SH dan SONY BASUNI, GH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengambil domisili ¢i Perum Baetut Marhamah 11 Blok
D49 Kota Taskmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
September 2016, dan telah terdafiar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya dengan Nomor 1546/Req. K20158/PA. Tmk. tanggal 19 September
2016,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohen tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Penhgenal Advokat (KTPA} yang
bersanghkutan,

Bahwa pade harn sidang yang telah diletapkan Pemohon diwakil
Kuasanya telah datang menghadap Ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyunih orang lain unfuk
menghadap sebagal wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas homor 1374/Pdt. G/2(16/PA Tmk tangga! 28
Seplember 2016 dan 13 Oklober 2018 vyang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan fidak leryata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa maielis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, fetapi Pemohon meialui
kuasanya tetap pada dalil-dalil permoheonannya untuk bercerai dengan
l'ermahon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediast kareba Termohon tidak pernan
datang menghadap meskipun telah dipanggl secara resmi dan patut,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permshonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon,

Bahwa untuk enguatkan dalil-dalil permchonannya Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
A, Surat;

a. Fotokopi KTP atas nama [N

{Femohon) Nomor :_ Tanggal 15 Januar 2013 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintabh ®ota Tasikmalaya. Bukti surat
tersebut teiah diberi meterai cukun dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, ialu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1,

. Fotokopi Kutipan Akta MNikal Nomaor @ 223M 7NV 3 Tanggal 10 Juni

2013 yany dikeluarkan oieh ¥amor Urusan Agama Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya, Bukh surat tersebut telah diberi meterat cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternysta sesuat lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda P.2;

B. Saks:
1. _umur 32 tabun, agama lslam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Jl. Lengkong Barat. RT.01 RW.01,
Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saks kenal Pemchon dan Termoton dan  memiliki
hubungan dengan Pemohon ssbagai Tetangga,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
10 Juni 2013,

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awainya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

-  Bahwa terhadap perselisihan dan petlengkaran Pemohon dan
Tenmehon tersebut, saks! sening meiihat dan mendengar iangsung;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab  kefidak
harmonisan rumah tangga Pamohon dan Termohon disebabkan
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karena antara Femehon dengan Termohon sudah tidak ada saling
pengertan dalam membina rumah tangga karena masatah ekonomi
sehingga mengakibatkan  perselisihan  dan  pertengkaran  dan
Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahu aniara Pemohon dan Termohon sudat
pisah rumah sejak satu tahun terakhir sampal dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

- Babwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Femohon dan 1ermohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mefihat rumah tangga Femohon dan Termohon sudah
kdak mungkin lzgi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapal bersaiu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2 [ . 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempai kediaman di Kp. Jalan Lengkong Barat R1.08
RW.01  Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Keta
Tasikmalaye, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohaon;

- Bahwa saksi mengetabui Pemohon gan Termeohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 10 Juni 2013;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pamohoen dan Termohon
dai dikaruniai 1 orang anak;

-  Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudat tidak lagi harmohis, sering terjadi  perselisthan dan
pertengkaran sejak tiga tabun terakhir, yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak eejak satu tahun
yang laiu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemchon dan Termohon tidak pernah bersatu lag;

- Bahwa terhadap perseiisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Tarmaohon tersebut, saksi pernah meiihat sebanyak 3 kafi,

- Bahwa saksi mengetahui penyabab persalisihan dan pertengkaran
Permohon dan Termohoh disebabikan karena masalah ekonomi,

. Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak marmpo/
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kurang memberi nafkah dan Termchon tidak taat lagi terhadap
Pemobon,

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemahon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudab suit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lekih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada permchonan dan moheon putusan  yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusar ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permehanan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemuhon terianggal 13 Septemnber 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama ¥otz Tasikmalaya dengan Nomor 1546/Reg. K/2016/PA. TmK.
tanggal 19 September 2016, ternyata telah sesugi dengan ketentuan Pasal 123
HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 1934 fentang Surat
Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Pemohen, dan ternyata telah sesual dengan Ketentuan
Pasal 30 Undang-uncdang Nomaor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu
Majelis Hakim harus menyatakan bahws Kussa Pemohon merupakan subjek
pemberi bantuan kun yang sah sehingga iajelis Hakim dapat menerima dan
member izin kepada Kuasa Pemohon lersebut untuk beracara dalam perkara
aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, hahwa lernyata Termohon, maskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suziu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Termohon yang dipangail secara resmi dar patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1} Paraturan Pemerintain Nemar @ Tahun
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1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permoheonan tersebul harus diperiksa secara verstek;

iMenunbang, bahwa ciel karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohen {verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengzn Fasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahurn 1289, sebagamana
telah divhah dengan Undang-undang Nemor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang MNomar 50 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Istam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telab berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun can harmonis akan tetapi fidak berhasil, olen
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleb karena Termohon tidak permah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak unhuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di parsidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahbkamat Agung Republik
Indenesia Nomaor 1 tahun 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1} HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termoshon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan. oleh karena itu majelis membebani
Pemgchen untuk membuktikan dalil-dall permohonannya;

Menimbang, bahwa urtuk membuktikan daiil-dalil permehonannya,
Pemohon tefah mengajukan alat bukl surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bermpazegefon dan cocok
dengan aslinya, isl bukii tersebut menjeiaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan depgan ketentuan #asal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyal kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (vofledig en bindende bewijskrachf),

Menimbang, bahwa bukti P.2 {Folokopt Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeteral cukup, demazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
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165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syaral formal dan materiil, seria
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (vofledig en
bindende hawijskracht);

Menimbang, batwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemarintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim periu mendapatkan
keterangan pinak keluarga dan atau orang-grang yang dekat dengan suami
islan ity tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemchon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemchcon dan atau Termmnohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pamarintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpab, sehingga memeanuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HiR;

Menimbany, babwa keterangan saksi 1 Pemaohon mengenai hubungan
Pamohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang sening dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan daht yang harus dibuktikan cieh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat matetiil sebagaimana telzh diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keierangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemchon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomar 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
2 Peimohion, sudah dewasa dan sudah disumpah. sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka e HIR;

Menimbang, babhwa keterangan saksi ? Pemohon mengenat hubungan
Permnghon dan Termohon sarta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah difihal sebanyak 3 kali dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana tefah digtur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan
pembuktian dan dapat dgiterima sebagai alat bukti;

Halaman & darl 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt G/2016/PA. TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Menimbang. bahwa keterangan sakst 1 dan saksi 2 Pemohon
hersesuatan dan cocok antara satu dengan yanhg lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemghon, terbuiti fakta kejadian sebagat berikut:

1. Bahwa Pemchon dan Termghon beragama Islam dan Termchon berfempat
tinggai di wilayah Kota Tasikmalaya,

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 10 Juni 2013 di Kecamatan Tawang, Kotz Tasikmataya;

* 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemchon dan Termohon rukun dan
dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemchon dengan Termohon sejak Tahun 2013
hingga saat ini sudah ticdak rukun lagt sering berselisin dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihen dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohen
disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
saling pengertian daiam membina rumah tangga karena masalah ekonormi
sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan juga karena
Termchan tidak taat lagi kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termaohon sudain pisah rumab segjak satu tahun terakhir dan sefama itu pula
keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami ister,

7. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon suedah berusaha menasehati Permohon dan
Termohan dan sudab ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemchen dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
PFemohon bersikukuh ingin bercerat dengan Termohon;

8. Bahwsz kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemehon dan Termohaon
dah sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga;

tdenimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebaoai berikut:
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya untuk dicatat
dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan
Hotoya,S.HILL M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Maijelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggola yang sama dan
dibantu oleh Joni Ramdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti seria dihadiri oleh
Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohan;

Hakim Anggota Ketua Majelis
= o ]
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Toha Marup, 5.Ag., MA. Ahmad Rifai, S.HI.
Hakim Anggota

@m —
Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,H..ﬁ'g.
Panitera Pengganti

i

/.

Joni Ramdani, S.HI.
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Penncian Biaya:
1, Pendaftaran : Rp.  30.000.-
2. Proses : Rp.  40.000-
3. Panggilan : Rp.  300.000,.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000-

{tiga ratus delapan puluh $atu ribu rupiah)
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